Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/072/11.11/ HK / 2009

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

a. a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
dipandang perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan
agar pelaksanaan dapat berjalan tertib, terkoordinasi,
berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkannya dengan

Keputusan Gubernur Lampung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Lampung;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubeh beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan
Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2009;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Lampung
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi
Lampung Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran | s/d
Xl Keputusan ini.

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Inspektur Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

pembentulan rbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 04 — 2 — 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU



Tembusan ;

. Inspektur Jenderal Depdagri di Jakarta

. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung

. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung
. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung

. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung

~N O o B~ WDN P

. Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR
TANGGAL

:G/072/11.111/ HK / 2009
: 4-02-2009

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PADA PEMERINTAH PROVINS LAMPUNG TAHUN 2009

OBYEK PEMERIKSAAN APFP

JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2009

KETERANGAN

JAN [FEB [MAR [APR [MEI [JUN [JUL [AGST [SEPT |[OKT |[NOP |DES
A. Itjen Depdagri (Reguler)
A2 Itien Depdagri (Panjab

SEKRETARIAT PROVINSI Gub) (M3 MEI & MI,2,3 JUNI)

a. Biro Tata Pemerintahan Umum A A2 X3.2 B Itjen Dep.Energi( M3 NOP)

b. Biro Hukum A |A2 |X2.2

c. Biro Perlengkapan dan Asset Daerah XR A |A2 X1.2 C Itjen Dep.Perindustrian

d. Biro Kesejahteraan Sosial X1.3 (M 2,3 APRIL)

e. Biro Keuangan XR A |A2 X3.2

f. Biro Umum XR A |A2 X2.2 D Itjen Dep. Pertanian

g. Biro Organisasi A [A2 X4.2 (M 4 MARET & MI APRIL)

h. Biro Perberdayaan Perempuan X4.3

i. Biro Perekonomian X3.1 E Itjen Dep. Kehutanan

j- Biro Administrasi Pembangunan A2 XL




k. Biro Otonomi Daerah X1.2 X1.2 F Itjen D KP ( M3,4 NOP)

1. Biro Mental Spritual X2.3 X2.3
G lItjen Dep.Perhubungan

KANTOR/SEKRETARIAT/INSPEKTORAT H Itjen Dep. P.U (M3,4 JULI &
M3,4 AGUSTUS)

1. Inspektorat Provinsi A

2. Sekretariat DPRD A |A2 X1.2|l ltjen Dep. Kesehatan

3. Kantor KPU (M2,3 APRIL & M2,3 AGTS)

4. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah X1.3

5. Sekretariat Unit Pelayanan Terpadu Perizinan X3.3 X3.3 J Itien Dep. Dilnas ( M2,3
PEB)

6. Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS X4.3

7. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana X1.3 K Itjen Dep. Nakertrans

8. Sekretariat badan Perlindungan Anak & KDRT X4.3 X4.3 (MI,2 APRIL & MI,2 NOP)

9. Sekretariat Badan Penyuluh Pertanian,Perikanan, Kehutanan X4.1

10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja X1.2 X1.2 M Itjen Dep. Kominfo

II.LKONI X3.3 X3.3




2

o OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2009 KETERANGAN
JAN [FEB [MAR [APR [MEI [JUN [JUL [AGS [SEP [OKT [NOP [DES
[l |DINAS-DINAS J X4.3 X4.3|(M3,4 JUNI) O Inspektorat
1. Dinas Pendidikan Nasional Menegpora
2. Dinas Sosial L X1.3 X1.3|M2,3 JANUARI)
3. Dinas Tenaga Kerja,Kependudukan dan Transmigrasi X3.3K K |X3.3
4. Dinas Prekerjaan Umum X1.1H H X1.1 P Inspektorat Meneg
Koperasi
5. Dinas Komunikasi dan Informasi X3.2 X3.2 (M2,3 MARET)
6. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah P X4.1
7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura D D X4.1|D D X4.l |XR Reviu Laporan keuangan
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan D |DX4.1 D [DX4.1 oleh APF
9. Dinas Perkebunan D D X2.1 X2.1
10. Dinas Kelautan dan Perikanan X3.1 X3.1 F X1l IrbanWill
U. Dinas kehutanan X2.1 X2.1 XI.1 Seksi Pembangunan
12. Dinas Perhubungan X2.1 X2.1G X1.2 Seksi Pemerintahan
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan C X3.1|N X3.1 X1.3 Seksi Kemasyarakatan
14. Dinas Kesehatan I X2.3 I X2.3
15. Dinas Pertambangan dan Energi X3.1 B X3.1|X2 IrbanWilll
16. Dinas Pendapatan Daerah XR A A2 X2.2 X2.2|X2.1 Seksi Pembangunan
17. Dinas Pemuda dan Olahraga O |X23 X2.2 Seksi Pemerintahan




18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata X1.1 X1.1|X2.3 Seksi Kemasyarakatan
BADAN DAERAH X3 IrbanWilHI

1. Badan KESBANGPOL Daerah X4.2 X3.2 Seksi Pemerintahan

2. BAPPEDA A A2 X2.1 X3.3 Seksi Kemasyarakatan
3. BAPEDALDA X2.1 X2.1

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa X4.2 X4.2 X4 IrbanWillv

5. Badan DIKLAT Daerah A A2 X3.2 X4.1 Seksi Pembangunan
6. Badan Ketahanan Pangan X4.1 X4.2 Seksi Pemerintahan

7. Badan Penanaman Modal XI.3 X1.3 X4.3 Seksi Kemasyarakatan
8. Badan Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi X2.2 X2.2

9. Badan Perwakilan Pemerintahan Provinsi Lampung X4.2 X4.2

10. Badan Kepegawaian Daerah A A2 X2.2

11. Badan LITBANG Daerah X1.2 X1.2




OBYEK PEMERIKSAAN APFP

JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2009

JAN

FEB

MAR |APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOP

DES

KETERANGAN

6. U PT D Dinas Perkebunan :

a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan

X2.1

b. UPTD Balai Pengawasan,Pengujian Mutu benih dan kebun
Induk

X2.1

7. UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

a. UPTD Balai Inseminasi Buatan

X4.1

b. UPTD Balai Pembibitan ternak dan Pakan

X4.1

8. UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan :

a. UPTD Lab.penelitian & Pengujian Mutu hasil Perikanan

X3.1

(LPPMHP)

b. UPTD Balai Budidaya Ikan (BBDI)

X3.1

¢ UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai

X3.1

9. UPTD Dinas Kesehatan :

a. UPTD Laboratorium Kesehatan

X2.3

b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan

X2.3

10. UPTD Dinas Kehutanan :




a. UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman

X2.1

b. UPTD Inventarisasi Pemetaan dan Kesatuan pengelolaan
Hutan

X2.1

11. UPTD Dinas Pendidikan :

a. UPTD Balai Pengembangan dan Pemanfaatan Tehnologi
Pendidikan

X4J

b. UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKP) X4J
12. UPTD Dinas Perhubungan
UPTD Pengendalian dan Operasional X2.1

13. UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

a. UPTD Museum Lampung

XL

b. UPTD Taman Budaya

XLl

14. Dana Dekonsentrasi Diknas Tahun 2008 :

a. Perluasan dan Peningkatan Mutu

X4.1

b. Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar

X4-3

¢ Perluasan & Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus &
Pendidikan

X4.2

Layanan Khusus




d. Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan X4.1
(Dekonsentrasi)
e. Perencanaan dan pengendalian Dikdasmen X4
3
f. Manajemen Pelayanan Pendindikan X4.2
g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan X4J
Perpustakaan
N JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2009
O OBYEK PEMERIKSAAN APFP JAN [FEB [MAR [APR |[MEI [JUN [JUL |[AGS [SEP |OKT [NOP [DES KETERANGAN
15. UPTD Dinas Kesejahteraan Sosial:
a. UPTD Panti sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja"Raden X1.3
Intan”
b. UPTD Panti Sosial Pelayanan Lanjut Usia"Tresna Wherda" X1.3
c. UPTD Panti sosial pelayanan & Rehabilitasi penyandang X1.3
Cacat Netra
16. UPTD Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan & Transmigrasi:
a. UPTD Balai Pelatihan Kependudukan & Transmigrasi X3.3
b. Balai Keselamatan oan Kesehatan Kerja X3.3
c. BLK Pengembangan Produktivitas Daerah X3.3




d. BLKWayAbung X3.3

e. BLK Metro X3.3

f. BLK Kalianda X.3.
3

g. BLK Bandar Lampung X3.3

17. UPTD Dinas Kebudayaan & Pariwisata :

a. UPTD Meseum Lampung

X1.2

b. UPTD Taman Budaya

X1.2

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU




LAMPIRAN 12 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 72 /11.11/HK/2009

TANGGAL

4 -2-2009

JADWAL PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

OBYEK PEMERIKSAAN APFP

JADWAL OPERASIONAL TAHUN 2009

JAN

FEB

MAR [APR |MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOP

DES

KETERANGAN

Kabupaten Tanggamus

X3

Kabupaten Lampung Barat

X3

Kota Bandar Lampung

X3

X4

Kabupaten Lampung Timur

X2

Kabupaten Lampung Tengah

Xl

1
2
3
4 [Kabupaten Lampung Selatan
5
6
7

Kabupaten Lampung Utara

Xl

Kabupaten Tulang Bawang

X2

Kota Metro

Xl

10 |Kabupaten Way Kanan

X4

11|Kabupaten Pesawaran

X4

12 |Kabupaten Pringsewu




13

Kabupaten Mesuji

14

Kabupaten Tulang Bawang Barat

GUBERNUR LAMPUNG

DTO

SYAMSURYA RYACUDU




LAMPIRAN 14 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR
TANGGAL :

: G/ 72 /.11/HK/2009

4 -2- 2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2009

NO OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan
Jan |Feb |Maret |Apr |Mei (Jun |Jul |Agt |Sept [Okt |[Nov |Des
I SEKRETARIAT KABUPATEN
1 Bagian Pemerintahan X3 X3 [Inspektorat Provinsi
2 Bagian Hukum X3 Irbanwil 111
3 Bagian Organisasi X3
4 Bagian Umum dan Perlengkapan X3
5 Bagian Perekonomian dan Pembangunan X3
n DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
[ Sekretariat DPRD X3
m BADAN-KANTOR
i Inspektorat X3
2 Badan Perencanaan Pembangunan X3
BAPPEDA)
Badan Kepegawaian, Pendidikan & latihan X3
4 Badan Kependudukan Capil dan KB X3




rv

DINAS - DINAS

Daerah

a Dinas PMD X3
Dinas Kesbang Linmas X3
c Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu dan Aset X3

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD




LAMPIRAN 16 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/72/11.11/HK/2009
TANGGAL o 4- - 2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

NO OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 KETERANGAN
Jan |Feb |Maret|Apr [Mei [Jun |Jul |Agt |Sept |[Okt |Nov |Des
I SEKRETARIAT KABUPATEN
1 Bagian Pemerintahan X3 X3 |Inspektorat Provinsi
2 Bagian Organisasi dan Hukum X3 Irban Wil 111
3 Bagian Perekonomian dan adm Pembangunan X3
4 Bagian Umum, Perlengkapan dan Kearsipan X3
Il Sekretariat DPRD X3
[l BADAN- KANTOR
1 Badan Perencanaan Pembangunan ( X3
BAPPEDA)
2 Badan Kepegawaian Daerah X3
3 Inspektorat X3
4 Badan Kesbangpol dan Linmas X3
Badan Pemberdayaan Masyarakat & X3
< Pemerintah Pekon




Daerah

IV |DINAS - DINAS dan BUMD

1 Dinas sosial,Kependudukan,Capil & Tenaga X3
Kerja

2 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu & Aset X3

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD




LAMPIRAN 18 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/ /11.11/HK/2009

NOMOR

TANGGAL

: 4-2-2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO (OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan
Jan [Feb |Maret |[Apr |Mei [Juni |Juli [Agt |Sept |Okt [Nov |Des
I SEKRETARIAT KOTA Inspektorat Provinsi X3 Irban Wil 1ll
1 Bagian Pemerintahan X3
2 Bagian Hukum X3
3 Bagian Administrasi Pembangunan X3
45 |Bagian Perlengkapan dan Aset X3
Bagian Organisasi X3
Il DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1 Sekretariat DPRD X3
in BADAN - KANTOR/DINAS
[ Badan Perencanaan Pembangunan ( X3
BAPPEDA)
2 Inspektorat Kota X3
Badan Pengelola Keuangan & Pendapatan X3

Daerah




Badan Kepegawaian Daerah X3
Kantor Pemberdayaan Mayarakat Kota X3
(PMK)

Kantor Kesbang dan Politik X3
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil X3

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD




LAMPIRAN 20
NOMOR

TANGGAL

. KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: G/ 72 /1.11/HKy2009
»4-2-2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

NO |OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan
Jan Feb |Maret |Apr Mei |Juni ([Juli |Agt |Sept |Okt |[Nov |Des
1 |SEKRETARIAT KABUPATEN
Sekretariat Kabupaten
1 |Bagian Tata Pemerintahan X4 X4 Inspektorat Provinsi
2 |Bagian Otonomi Daerah X4 IRBANWIL IV
3 |Bagian Hukum X4
4 |Bagian Organisasi X4
6 |Bagian Urusan Umum X4
7 |Bagian Pembangunan & Sumber Daya Air X4
I |[SEKRETARIAT BADAN/KANTOR/BUMD
1 [Sekretariat DPRD X4
2  |Inspektorat X4
o |Kantor Kesbang dan Linmas X4
f Badan Perencanaan Pembangunan X4




BAPPEDA)

Badan Pemberdayaan Masyarakat X4
Badan Kepegawaian Daerah X4
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu dan X4

Aset

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD




LAMPIRAN 22 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72/11.11/HK/2009 T
TANGGAL : 4 -2 -2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

NO|OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan
Jan |Feb [Maret|Apr ([Mei |Juni [Juli |Agt |Sept |Okt |Nov |Des

| |SEKRETARIAT KABUPATEN Inspektorat Provinsi
a |Bagian Pemerintahan X2 X2 (IRBANWIL II
b |Bagian Hukum dan Organisasi X2
¢ |Bagian Keuangan X2
d |[Bagian Umum dan Perlengkapan X2
e |Bagian Pembangunan X2
f |Pemegang Kas Kepala X2

Daerah/Sekretariat
I [DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
a |Sekretariat DPRD X2
[l |BADAN - KANTOR
a |Inspektorat X2

Badan Kepegawaian Daerah X2
¢ |Kantor Kesbang Linmas X2




d |[Badan Perencanaan Pembangunan ( X2
BAPPEDA)

e |Kantor PMD X2

f |Kantor Kependudukan dan Capil X2

IV [DINAS - DINAS

a |Dinas Pendapatan Daerah X2

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD



LAMPIRAN VIH : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/72/11.11/HK/2009
TANGGAL :4-2- 2009
N |OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan
@] Jan |Feb |Mare [Apr ([(Mei |Juni (Juli |Agt [Sept |Okt |Nov |Des
t
| |SEKRETARIAT KABUPATEN
a |Bagian Tata Pemerintahan XI XI Inspektorat Provinsi
b |[Bagian Hukum XI Irbanwil |
¢ |Bagian Organisasi XI
Bagian Keuangan XI
eD Bagian Umum XI
f |Bagian Perlengkapan XI
Bagian Bina Program XI
I | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
a |Sekretariat DPRD Xl
m |[BADAN - KANTOR
a |Inspektorat Kabupaten XI
b |Badan Perencanaan Pembangunan ( BAPPEDA) XI
Badan Kepegawaian Daerah XI
d |Bandiklatda Xl




e [Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pem. XI
Desa

f |Kantor Pol dan Linmas Xl

rv |DINAS - DINAS

a |[Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan XI
Daerah

b |Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XI

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD




LAMPIRAN 26 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR

TANGGAL

: G/72/11.11/HK/2009

4 -2 -2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2009

NO |[OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009
Jan |Feb |Maret [Apr |Mei ([Juni |Juli |Agt |Sept |Okt |Nov |Des |Keterangan

I SEKRETARIAT KABUPATEN
a |Bagian Pemerintahan Xl Xl |Inspektorat Provinsi
b |Bagian Hukum XI Irbanwil |
¢ [Bagian Adm Pembangunan Xl
d [Bagian Umum Xl
e |Bagian Organisasi Xl
I |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
a |Sekretariat DPRD Xl
m |BADAN - KANTOR
a [|Inspektorat Kabupaten Xl
b |Badan Perencanaan Pembangunan ( Xl

BAPPEDA)
¢ |Badan Kesatuan Bangsa, Politik  dan XI

Perlindungan Masy




d [Badan Kepegawaian Daerah Xl

e |Badan Pemberdayaan Masy & Pemerintahan Xl
Desa & Kel

IV |DINAS - DINAS

a |Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Xl
Aset

b |Dinas Kependudukan dan Capil Xl

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD




PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2009

LAMPIRAN 28: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR
TANGGAL

: G/ 72/11.11/HK/2009

4 -2-2009

NO |OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009
Jan |Feb [Mart |Apr |Mei |Jun |Jul Agt |[Sept |Okt |[Nov |Des
I SEKRETARIAT KABUPATEN
a |Bagian Tata Pemerintahan X2 X2
b |Bagian Bina Program X2
¢ |Bagian Hukum dan Perundang-undangan X2
d |Bagian Organisasi X2
e |Bagian Perlengkapan X2
n |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
a |Sekretariat DPRD X2
m |BADAN - KANTOR
a |Inspektorat X2
b |Badan Kepegawaian Daerah X2
¢ |Badan Kesbang dan Polinmas X2
d |Badan Perencanaan  Pembangunan  ( X2

BAPPEDA)




e |Badan Pemberdayaan Masy & Pemerintahan X2
Kpg/Kel

f |Bandiklat, Penelitian & Pengembangan X2

IV [DINAS - DINAS

a |Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan X2
dan Aset D

b |Dinas Kependudukan dan Capil X2

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD



LAMPIRAN 30 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/72/11.11/HK/2009
TANGGAL :4-2-2009

NO |[OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan

Jan ([Feb [Maret|Apr |Mei |Juni |(Juli |Agt [Sept |Okt [Nov |Des

I SEKRETARIAT KABUPATEN

a |[Bagian Pemerintahan XI Xl Inspektorat Prov

b |Bagian Hukum Xl Irbanwil |

¢ |Bagian Umum XI

d [Bagian administrasi Pembangunan XI

e |Bagian Organisasi XI

f |Tata Usaha Keuangan XI

I |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

a |Sekretariat DPRD Xl

Il |BADAN - KANTOR

a |Inspektorat XI

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat XI
¢ |(Badan Perencanaan Pembangunan  ( XI
BAPPEDA)
d |BKCS-KB dan PP Xl
e |Badan Kesbang dan Linmas Xl




rv

DINAS - DINAS

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset

XI

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD



LAMPIRAN 32 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 72/11.11/HK/2009
TANGGAL . 4-2-2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2009

NO |OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan
Jan |Feb |Maret |Apr [Mei |Juni (Juli |Agt |Sept |Okt |[Nov |Des

I SEKRETARIAT KABUPATEN
a |Bagian Adm Pemerintahan & Pertanahan X4 X4 Inspektorat Provinsi
5 Bagian Organisasi X4 IRBANWILIV
C (Bagian Hukum X4
d |Bagian Administrasi Pembangunan X4
I | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
a |Sekretariat DPRD X4
m |BADAN - KANTOR
a |Inspektorat X4
5 Kantor Kesbang Linmas X4
C (Badan Perencanaan  Pembangunan X4

BAPPEDA)
d |[Badan Kepegawaian Daerah X4
e |Badan Diklat X4




f |Badan Pemberdayaan Masy. & Pemb. X4
Kampung

IV |DINAS - DINAS

a |Dinas Kependudukan dan Capil X4
Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keu & Aset X4

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD




LAMPIRAN 34
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
: GI72/11.11I/HK/2009
4 -2- 2009

PETA PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG DI KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2009

NO |OBYEK PEMERIKSAAN APFP JADUAL OPERASIONAL TAHUN 2009 Keterangan
Jan ([Feb |Maret|[Apr |Mei [Juni |Juli [Agt |Sept Okt |Nov |Des

I SEKRETARIAT KABUPATEN
1 |[Bagian Pemerintahan X4 X4 Inspektorat Provinsi
2 |Bagian Hukum X4 Irbanwil IV
3 |Bagian Organisasi X4
4 |Bagian Keuangan X4
5 |Bagian Umum dan Perlengkapan X4
6 |Bagian Pembangunan X4
I |DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
1 |Sekretariat DPRD X4
m |BADAN / KANTOR/ DINAS
i |Inspektorat X4
2 |Badan Perencanaan Pembangunan X4

BAPPEDA)
3 |Kantor Kesbang Linmas X4




Kantor Kependudukan dan Capil X4
Badan Kepegawaian Daerah X4
Dinas Pendapatan Daerah X4

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUD



